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Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu
gagasan yang bertujuan untuk
menjadikan Indonesia sebagai bangsa
yang berdaulat, maju, adil, dan makmur
pada tahun 2045.




STUNTING DI INDONESIA

Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Prevalensi Balita Stunting Indonesia, 2018-2024 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Indonesia, 2014-2023
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TARGET PENURUNAN STUNTING

Berdasarkan Surat Bappenas No. B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024
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Surat Edaran Kemendagri
No. 400.5.7/1685/Bangda ,
17 Maret 2025
tentang Pelaksanaan Aksi
Konvergensi Pencegahan dan
Percepatan Penurunan
Stunting

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

17 Maret 2025

Nomor . 400.5.7/1685/Bangda

Sifat . Penting

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan
Stunting (PPPS)

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia

2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi stunting termasuk salah

satu

indikator yang diukur dalam lingkup kondisi Kesehatan yang mana target nasional

penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun
2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan
pemerintah daerah tetap melaksanakan upaya PPPS terkonvergen. Berkenaan dengan hal
tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan intervensi PPPS dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari:

a
b
c
d.
e
f.

. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
. anak usia 0-23 bulan;
. anak usia 24-59 bulan;

remaja putri;

. calon pengantin; dan

keluarga dan masyarakat.

2. Kinerja.intervepsi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan
sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing sasaran dengan indikator layanan sebagai
berikut:

INDIKATOR LAYANAN

IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI

1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK;

2. Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)

sebanyak 180 butir selama masa kehamilan;

Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil,

. Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;
. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.

3
4
5
A

NAK USIA 0 — 23 BULAN

Praktik Inisiasi Menyusui Dini;

Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif;

Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam:

Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI;

Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;

Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi:

Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap;

Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar;

1.

2.

3.

4.

5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6.

7.

8.

9.

1

0.Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM).

INDIKATOR LAYANAN
ANAK USIA 24 - 59 BULAN ,,
Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk;
Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar;
. Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia;
. Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM).
REMAJA PUTRI
1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri
2. Skrining anemia terhadap Remaja Putri
CALON PENGANTIN
1. Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan,
2. Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan
stunting.
RUMAH TANGGA MASYARAKAT
. Akses terhadap Air Minum Aman;
. Akses terhadap Sanitasi Aman;
. Kepemilikan JKN;
. Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
. Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);

. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di
desa dan kelurahan.
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3. Bahwa target penurunan stunting dan target capaian layanan melalui indikator
sebagaimana tersebut diatas untuk dipastikan masuk dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RENJA PD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Pemerintah daerah agar melaksanakan PPPS secara terkonvergen dengan mengacu pada
Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi PPPS sebagaimana terlampir.

5. Pemerintah provinsi agar tetap melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan 8
aksi konvergensi kabupaten/kota Tahun 2024 sesuai dengan juknis Penilaian Kinerja yang
telah ditetapkan.

6. Untuk berkelanjutan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi
PPPS dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IlI.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Arifin Effendy Hutagalung Nomor
Telp. 081287729875 dan Sdr. lin Afriani Nomor Telp. 085717194385.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Tembusan:

. Menteri Sekretaris Negara;
. Menteri Dalam Negeri;

. Menteri PPN/Bappenas;

. Menteri Kesehatan; dan

. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
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PENGEMBANGAN APLIKASI

WebAksiBangda Terintegrasi

Alur Integrasi Dukcapil

« Data demografi (NIK, jumlah keluarga, usia anak,
status ekonomi).

« Sasaran berbasis rumah tangga dan individu
untuk intervensi.

» rr “H @ KEMENTERIAN DIALﬁ;}-' NEGH
GEDUNG A

Web Aksi Bangda SIPD

* Laporan analitis. « Data alokasi anggaran tematik

« Dashboard interaktif. stunting.

« Rekomendasi kebijakan » Realisasi anggaran berdasarkan
berbasis data. wilayah dan jenis intervensi.

Adwil
+ Data peta kewilayahan (desa, kecamatan,
kabupaten).
» Data kebutuhan wilayah seperti aksesibilitas
layanan, infrastruktur, dan tingkat risiko
stunting.



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL DAN DAERAH
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Dokumen Perencanaan

Dokumen Penganggaran
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PERUBAHAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3

/ \ } [ ( ‘ )
S
KOMITMEN POLITIK KOMUNIKASI
KEPEMIMPIN DI PERUBAHAN PERILAKU ;‘gggﬁﬁ%’j\ﬂ
TINGKAT PUSAT DAN PEMBERDAYAAN KEMITRAAN
DAN DAERAH MASYARAKAT
\ S

J —0—

Pilar ini ditujukan untuk Pilar ini ditujukan untuk Pilar ini ditujukan untuk
menguatkan komitmen politik penguatan kegiatan komunikasi meningkatan konvergensi
pemimpin di Tingkat pusat perubahan perilaku terkait program dipusat, provinsi,
Provinsi,kabupaten/ kota, Desa dengan PPPS dipusat, provinsi, kabupaten/kota,desa dan
dan Kelurahan serta DPR dan kabupaten/kota,desa dan kelurahanhingga rumah tangga
DPRD untuk pelaksanaan PPPS kelurahan hingga Tingkat serta pelibatanlembaga non
Masyarakat. pemerintahdalam PPPS.
PIC: Setwapres dan
Kemendagri PIC: Kemenkes, BKKBN, PIC: Bappenas, Kemendagri ,
Kemenkominfo, Kemendesa Kemendesa PDTT, Setwapres
PDTT K/L teknis
Kemendikbud

KETAHANAN
PANGAN DAN
GIZI

Pilar ini ditujukan untuk
memastikan ketersediaan,
keterjangkauan dan
pemanfaatan pangan bergizi
pada semua kelompok
sasaran.

PIC: Kementan, Bapanas,
BPOM, BGN, Kemenkes,
Kelautan dan Perikanan,
Kemensos, Perindustrian

PILAR 5

A

PENINGKATAN
KAPASITAS
PENGELOLAAN
PROGRAM

PEMANTAUAN
DAN EVALUASI

Pilar ini ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas
pelaksana program dipusat,
provinsi, kabupaten/kota desa
dan keluarahan hingga ke
Tingkat masyarakat.

PIC: Kemenko PMK,
Kemendagri, Kemendesa PDTT
Kemenkes, BKKBN, dst

Pilar ini ditujukan untuk
memastikan terlaksananya
pemantauan dan evaluasi
terintegrasisehingga
pelaksanaan PPPS bisa
dipantau dan dievaluasi
dengan baik.

PIC: BAPPENAS,
Kemendagri ,dan
Kemendesa PDTT
BRIN, BKPK, BPS




UNDANG-UNDANG NO.59 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2025-2045

Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025-2045

PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONA
TAHUN 2025 - 2029

Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029

PERATURAN PRESIDEN NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Mengatur kerangka kerja nasional untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor.

PERATURAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZ|

Fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk mengatasi masalah gizi buruk yang berdampak pada stunting.

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 59 TAHUN 2021

Panduan untuk integrasi 8 Aksi Konvergensi Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 440-842 TAHUN 2022

Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah.

REGULASI TERKAIT DANA DESA

Mendukung pemanfaatan Dana Desa untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, seperti intervensi gizi dan pembangunan sanitasi

SURAT EDARAN MENDAGRI 400.5.7/1685/Bangda

Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)




DUKUNGAN RHGULAST KEMENDARI DAL AM
PENCHGAHAN DAN PERCIFPATAN PENLRUNAN S TUNTING

O 2 ©

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal . Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 20245

Pemerintah Daerah Pembangunan  Daerah - =1 Pemerintah Daerah
menerapkan SPM untuk diarahkan pada k4 mensinergikan program
pemenuhan jenis p— 8 (GEEREND) arah .. dan kegiatan dalam
pelayanan dasar dan e —— kebijakan, salah satunya o © penyusunan APBD TA
mutu pelayanan dasar. - meliputi: Peningkatan — 2025 dengan kebijakan
Salah satu jenis | s===8 Kualitas Pelayanan pemerintah salah satunya
pelayanan dasar yaitu Pendidikan dan yaitu pencapaian SDG's
pelayanan kesehatan Kesehatan seperti penanggulangan
balita = _ stunting

4

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 KEPUTUSAN MENTERIDALAM NEGERI NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENDAGRI,

Tentang Perubahan atas Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang 440/2701/SJ MENKE S, KEPALA BKKBN DAN KE_PNTA BPKP
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Tentang Pregram Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah
dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerak; Dan Keluarga Berencana Dan Program Percepatan Penurunan (ditetapkan

Stunting

Kesepakatan Bersama

Menetapkan hasil ( Gubernur dan Bupati/Wali £ 2 menjadi pedoman
verifikasi, validasi dan kota menjadikan Program dalam meningkatkan
inventarisasi Bangga Kencana dan koordinasi
Pemutakhiran Klasifikasi, o Percepatan :

Kode fikasi dan penurunan stunting sebagai a sinkronisasi LET]

Nomenklatur ’ - - prioritas daerah serta integrasi pelaksanaan
mengintegrasikan dalam percepatan

Perencanaan = dokumen perencanaan dan tunting di

Pembangunan dan penganggaran daerah e

daerah dan berlaku

Keuangan Daerah. _
selama 3 (tiga) tahun.



Peran Kemendagri dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Konvergensi

» Penguatan peran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

* Integrasi program stunting dalam APBD
melalui mekanisme perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja.

« Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Insentif Daerah (DID), dan sumber

» Bimbingan teknis, workshop, dan
sosialisasi aksi konvergensi.

* Penguatan peran Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS)
provinsi dan kabupaten/kota.

» Penggunaan platform digital
(Web Aksi Bangda) pemantauan
dan pelaporan aksi konvergensi.

« Melakukan evaluasi rutin terkait
capaian dan dampak program
penurunan stunting di daerah.

* Mendorong daerah untuk
melakukan self-assessment dan
pelaporan berbasis data yang
terintegrasi dengan sistem pusat.

pendanaan lainnya

Penguatan
Regulasi dan
Kebijakan

Sinkronisasi
Perencanaan dan
Penganggaran

* Penyusunan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) terkait
perencanaan dan penganggaran
berbasis aksi konvergensi stunting.

* Penyediaan pedoman dan petunjuk
teknis bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan aksi konvergensi

Pembinaan dan
Pengawasan
(BINWAS)

« Memonitor capaian dan
kendala implementasi aksi
konvergensi

* Memberikan rekomendasi
dan solusi atas permasalahan
yang dihadapi daerah

Peningkatan
Kapasitas
Pemerintah
Daerah

Fasilitasi Koordinasi
dan Kolaborasi
Lintas Sektor

Evaluasi dan
Pelaporan
Kinerja

&%)

* Mendorong kolaborasi antara OPD
terkait seperti Dinas Kesehatan,
Bappeda, dan Dinas Sosial

* Memastikan keterlibatan sektor
swasta dan masyarakat dalam
mendukung aksi konvergensi.

Pengembangan
Inovasi dan
Praktik Baik

Dokumentasi dan replikasi best
practices dari daerah yang berhasil
menurunkan angka stunting
secara signifikan.

Pemanfaatan teknologi dan
pendekatan berbasis data untuk
perencanaan yang lebih tepat
sasaran.
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